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Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 

MEMUTUSKAN 

• 

Menetapk.an . PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG 

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, 
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN 
PERANGKAT DESA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

• 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan' 
a Daerah adalah Daerah Kabupaten lepara; 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara; 
c. Bupati adalah Bupati Jepara; 
d. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi desa yang bersangkutan; 
e. Desa adulah kesaluan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 

mengatur dun mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul 
dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem Pemerintahan Nasional dan 
berada di Daerah Kabupaten; 

f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa; 

g. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa 
h Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan 

yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi 
adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan asprasi 

masvarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyclenggaraan 
pemcrntahan dcsa 
Perangkat Desa adalah Pembantu Petingi yang terdiri dari Carik sebagai unsur 
stat. Kebayan. Petengan, Modin dan Ladu scbagai unsur pelaksana lapangan 
sertu Kanituwo sebagar unsur wilayah, 

j. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja 
pelaksana Pemerintahan Desa 
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BAB II 

PERS YARATAN CALON PERANGKAT DESA 

Pasal 2 

(I) Yang dapat mencalonkan diri dan diangkat menjadi Perangkat Desa adalah 
penduduk desa warga Negara Republik Indonesia, dengan syarat-syarat 
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;  
b  Setia dan taat kcpada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, 
c Jujur dan adil 
d. Tidak pernah teribat langsung ataupnun tidak langsung dalam kegiatan 

vang mcngkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti 
legiatan G.30 S PKI dan/ atau kegiatan organisasi terlarang lainnya, 

e. Terdattar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang 
kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu 
Tandu Penduduk (KTP) atau surat keterangan kependudukan yang 
dikeluarkan olch pejabat vang berwenang, 

f BHerdomisili di wilavah kerjanva bagi calon Kamituwo; 
g Derpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama dan atau berpengatahuan sederajat, 
h. Derumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setnggr Unggmya 56 tahun; 
l Schat pasram dan rohum yang dibuktikn lengan surt keterangan dari 

Dolter. 
j Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian 

setem pat 
k. Tidal perah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan 

ang diansam dengan hukuman pidana S tahun atau lebih, 
fidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah 
mempunvi kekuatun husk um tetap, 

m. Menenal desanva dan dikenal oleh masyarakat desa setempat. 
n Tidal mempunyai hubungan keluarga dan Petinggi sampai dengan derajat 

pertama h@ilk kesamping maupun keatas 

(2) Per. ratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) berlaku pula untuk 
engngkatan Pembantu Perungkat Desa 

• 

• 
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BAB III 

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA 

asal 

Peranglat Desa diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Petinggi atas 
persetujt i Bpn) 

Pasal 4 

( I  Lamaran diajukan secara tertulis dengan tuisan tangan sendiri diatas kertas 
be: aterai kcpada Petinggi dengan dilampiri syarat-syarat sebagaimana 
di l: id datam pasal 2 ayat (I ntuk diteruskan kepada 1PD 

(2) Bl menelit persyaratan yang diterima scbagaimana dimaksud dalam ayat(I) 

() Dlm al pelamar hanva scorang. maka Calon Perangkat Desa dapat diangkat 
bar Peragkat Desa oleh Petinggr sepanyang memenuhi persyaratan dan 
me dap persetujuan da BPD 

04+  #path petau var memenahn persyaratarn lebih dan seorang, muk BPD 
dalan menyeleks dan menentukan Culon Perangkat Desa yang akan disetujui 
w k  diangkat, dapat dengan car mengadakan jian penyaringan dan atau 
er lain 

@ ( S  P  «et uan BPD sebagsiman tersebut dalam ayat (3) dan (4) didasarkan atas 
perimhangmn menilainn terhadnp prestasi, dedikasi dan sikap tidak tercela yang 
be+ #utan 

( ( ( 

I sang abutanya F'erangkat Desa mengucapkan sumpah janj 
an kat katanya sebagi berikut 
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Demi Allah (Tuham), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi 
kewajiban saya, selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur 
jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalk.an 
dan mempertahakan Pancasila sebagai dasar negara ; dan bahwa saya ak:an 
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 
sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang 
berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia " 

BAB IV 

BIAYA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA 

Pasal 6 

Biaya pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa dibebankan kepada 
Pemerintah Dsa, Swadaya Masyarakat dan dana-dana lainnya yang sah. 

Pasal 7 

Biaya scbagaimana dimaksud dalam pasal 6 dipergunakan untuk : 
a. administrasi, 
b. penelitian syarat-syarat calon; 
c. honorarium panitia, konsumsi dan rapat-rapat; 
d. penetapan dan pelantikan; 
e. biaya-biaya lain yang dapat dipertanggungiawabkan. 

BAB V 

MASA JABATAN PERANGKAT DESA 

Pasal 8 

Masa jabatan Perangkat Desa akan berakhir sampai dengan yang bersangkutan 
berumur 65 tahun. 

• 
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BAB VI 

KEWAIBAN DAN LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA 

Pasal 9 

(I) Perangkat Desa wajih mentaati semua ketenfuan Peraturn Perundang 
undangan yang berlaku dan membantu Petinggi sesuai dengan tugas dan 
kcwajiban yang mcnjadi tanggung jawabnya. 

(2) Perangkat Desa yang tidak memenuhi kewajiban scbagaimana dimaksud dalam 
ayat (I) dapat diberi sanksi oleh Petinggi 

Pasal 10 

Perangkat Desa dilarang 
a. Melakukan tindakan atau kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Dess, Desa dan Masyarakat Desa. 
b. Melakukan tindakan tercela yang dapat menurunkan wibawa/martabat 

Pemenntah Desa 

BAB VII 

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN 
PERANGKAT DESA 

Pasal I H  

(I) Perangkat Desa yang terbukti melakukan pelangaran sehagaimana dimak sud 
dalam pasal 10, dapat diberhentikan sementara dart jabatannya untuk masa 6 
(cnam) bulan. sctclah diberi peringatan 

2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Surat Keputusan Petinggi setelah 
mendapat pertimbangan BPD dengan menyebutkan kewajiban-kewajiban yang 
harus ditaati oleh Perangkat Desa yang dijatuhi hukuman pemberhentian 
sementara, dan tembusannya disampaikan kepada camat 

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan scbesar 
50 % (lima puluh per seratus) dani penghasilan sebagai Perangkat Desa yang 
ditenimanva 

• 

• 
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(4) Selama seorang Peranglat Desa diberhentikan sementara, maka pekerjaan 
sehari-hani yang bersangkutan dilakukan oleh Perangkat Desa lainnya yang 
ditunjuk oleh Petinggi setelah mendengar pertimbangan dari Pimpinan BPD 

(5) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam 
ayat ( I )  yang bcrsangkutan ternyata tidak merubah sikap dan perilakunya 

enuju kearah perbaikan, maka Perangkat Desa yang bersangkutan dapat 
diberhentikan secara tetap dari jabatannya sebagai Perangkat Desa. 

Pasal 12 

( I  Perangkat Desa yang disangkn melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak 
dana yang berhubungan dengan jabatan yang diancam dengan hukuman 5 

tahun dapat diberhentikan sementara oleh Petinggi sampai dengan 
dihentikannya tindakan penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang 
berwenang atau sampei dengan danya putusan pengailan yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap. 

Apabila berdasarkan putusan peyabat yang berwenang dikeluarkan Surat 
enntah Penghentian Penyidikan atau penuntutan atau berdasarkan putusan 

wngadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata Perangkat 
Desa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka Petinggi mengangkat 
kembahi Perangkat Des yang bersungk utan pada jab lan semula 

(3)Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap ternyvatn Perangkat Dess yang bersangkutan dinyvatakan 
bersalah, maka Petinggi memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya 
scbagai Peranglat Desa 

Pase! 13 

( I )  Perangkat Des berhenti atau diberhentikan oleh Petinggi. karena 
a. ICnagal duta 
b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri, 
c tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpahjanji; 
d. berakhi masa abatannya ala telah berumur 65 tahn, 
e melakukan perbuutan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang bcrlaku danatau norma yang hidup dan 
berkemhange dalam masynrnkat desa 

f kehlangun kepcrayaan dari masyaruakat terhadap kepemimpinannya. 

• 

• 
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hukum tetap ternyvatn Perangkat Dess yang bersangkutan dinyvatakan 
bersalah, maka Petinggi memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya 
scbagai Peranglat Desa 

Pase! 13 

(I) Perangkat Des berhenti atau diberhentikan oleh Petinggi. karena 
a. ICnagal duta 
b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri, 
c tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpahjanji; 
d. berakhi masa abatannya ala telah berumur 65 tahn, 
e melakukan perbuutan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang bcrlaku danatau norma yang hidup dan 
berkemhange dalam masynrnkat desa 

f kehlangun kepcrayaan dari masyaruakat terhadap kepemimpinannya. 



• 

• 

8 

t2 Peranakat Desa sebaaimanu dimaksud dalam ayat (I) huruf b sampai dengan 
diberhentik: atas persetujnan Badan Perwakilan Desa (BPD) 

BAB VIII 

IKAP NF T RA L I T A S  DAL AM PELAKSANAAN TUGAS 

Pasal 14 

Dat menjalankan tugas dan kewajibannya, Perangkat Desa wajib bersikap dan 
e-mnednt di} tidal disk:rimintif, tidak mempersulit dalarm membenikan pclayanan 

+ad +ii+a#al srla flak ak tit dala par pol appuin 

BA IX 

K I T T  NTUAN PERAL IHAN 

Pasal I5 

el reins es dan epala usun vng ad pda sat berlukunya Peraturan 
asrah in diangsap telah dianghat sebagai caril dan Kamituwo berdasarkan 
Peat Da rah ini 

enala rs. Pembantu hepala rusun dan embantu Kepala Dusun yang 
dah ad pada suat berlakuny, Peraturan Daerah ini ditata kembali sesuai 

dengmn Pematman Daemah Kabupaten Jepara Nomot 7 Tahun 2000 tentang 
Pedo Sorsuan Orgassast dan Tata Kerja emerintah Desa, dcngan 
lctcutan an bersansh.utan diberi prioritas untuk menduduki jabatan 
et ngt a t  D e« a  atau jahatan pada Sekretariat 93pp) sepanjang memenuhi 

peons@tan mestunt er@nrn D@erg h tf 

• 

• 

8 

t2 Peranakat Desa sebaaimanu dimaksud dalam ayat (I) huruf b sampai dengan 
diberhentik: atas persetujnan Badan Perwakilan Desa (BPD) 
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IKAP NF TRALITAS DAL AM PELAKSANAAN TUGAS 

Pasal 14 
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e-mnednt di} tidal disk:rimintif, tidak mempersulit dalarm membenikan pclayanan 

+ad +ii+a#al srla flak ak tit dala par pol appuin 

BA IX 

KITT NTUAN PERAL IHAN 

Pasal I5 

el reins es dan epala usun vng ad pda sat berlukunya Peraturan 
asrah in diangsap telah dianghat sebagai caril dan Kamituwo berdasarkan 
Peat Da rah ini 

enala rs. Pembantu hepala rusun dan embantu Kepala Dusun yang 
dah ad pada suat berlakuny, Peraturan Daerah ini ditata kembali sesuai 

dengmn Pematman Daemah Kabupaten Jepara Nomot 7 Tahun 2000 tentang 
Pedo Sorsuan Orgassast dan Tata Kerja emerintah Desa, dcngan 
lctcutan an bersansh.utan diberi prioritas untuk menduduki jabatan 
et ngtat De«a atau jahatan pada Sekretariat 93pp) sepanjang memenuhi 

peons@tan mestunt er@nrn D@erg h tf 



• 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Jepara Nomor I4 tahun 1982 tentang Persyaratan, Tata Cara 
Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Dess, Kepala Urusan dan Kepala 
Dusun dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan 
Daerah ini dinyatakan tidak berlaku 

Pasal 17 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati 

• 
Diundangkan 
Pada tanggal 

di Jepara 
Desember 2000 

7mt 
Drs. SOENARTO r- 

Pasal 18 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar supava setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah imi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di Jepara 
pudu tanggal I Desember 2000 

BUPATT IEPARA 

rs 
Pembina Tingkat I 
NIP· 010072015 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2000 NOMOR 21 

• 
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Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Jepara Nomor I4 tahun 1982 tentang Persyaratan, Tata Cara 
Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Dess, Kepala Urusan dan Kepala 
Dusun dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan 
Daerah ini dinyatakan tidak berlaku 
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Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati 
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Desember 2000 
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Drs. SOENARTO r- 
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Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar supava setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
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BUPATT IEPARA 

rs 
Pembina Tingkat I 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2000 NOMOR 21 



• 

I 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 

NOMOR I6 TAHUN 2000 

TENTANG 

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN 
SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

PENJELASAN UMUM 

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan 
asli berdasark.an hak asal usul yang istimewa. Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan 
sehmngga desa memiliki kewenangan untuk mcngatur dan mengurus 
kepentingan masyarakatnya. 

Sebagsi perwujudan demokrasi di desa, perlu diatur mengenai Tata 
Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian 
Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam 
rangka pclaksanaan pencalonan. pengangkatan Perangkat Desa. 

II. PENELASAN PASAL DEMI PASAL 

• 

Pasal 

Pasal 2 ayat (I) huruf a 

Pasal 2aat (I huruf b 

Cukup jelas 

Cukup jclas 

Yang dink sud dengan setia dan taat kepada 
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 
adalah tidal pernah melakukan tindakan atau 

mengapukan pernyataan yang bertentangan 
dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 
sebagaimana yang dirumuskan dalam 
pembukaan UUD 1945. 

• 
I 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR I6 TAHUN 2000 

TENTANG 

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN 
SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

PENJELASAN UMUM 

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan 
asli berdasark.an hak asal usul yang istimewa. Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan 
sehmngga desa memiliki kewenangan untuk mcngatur dan mengurus 
kepentingan masyarakatnya. 

Sebagsi perwujudan demokrasi di desa, perlu diatur mengenai Tata 
Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian 
Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam 
rangka pclaksanaan pencalonan. pengangkatan Perangkat Desa. 

II. PENELASAN PASAL DEMI PASAL 

• 
Pasal 

Pasal 2 ayat (I) huruf a 

Pasal 2aat (I huruf b 

Cukup jelas 

Cukup jclas 

Yang dink sud dengan setia dan taat kepada 
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 
adalah tidal pernah melakukan tindakan atau 
mengapukan pernyataan yang bertentangan 
dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 
sebagaimana yang dirumuskan dalam 
pembukaan UUD 1945. 



• 

Pasal 2 ayat ( I )  hurufe 

Pasai 2 avat tl huruf d 

2 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan terlibat secara 
langsung dalum G 30 SKI adalah: 

! Mereka yang merencanakan, turut 
merencanakan atau mengetahui adanya 
perencanaan G 30 SPKI, tetapi tidak 
melaporkan kepada pihak yang berwajib. 

2. Mereka yang dengan kesadaran akan 
tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan 
dalam pelaksanaan G 30 SPKI terscbut 

Sedangkan yang dimaksud terlibat secara 
tidal langsung dalam G 30 S/PKI adalah. 
I Mereka yang menunjukkan sikap, baik 

dalam perbuatan atau ucapan-ucapan yang 
bersifat menyetuju G 30 SPKI 

2. Mereka yang secara sadar menunjukkan 
sikap bail dalam perbuatan atau ucapan 
Yang menentang usaha penumpasan G 30 
SPKI 

• 
Pasal 2 avat (1 huruf e 
dan huruff 

Yang dimaksud dengan 
lh organmsasst yang 

divatakan terlarang 
perundang-undangan 

Cukup jelas 

organisasi terlarang 
dengan legs-tegya 
dengan peraturan 

Pasal 2 ayat (I huruf g Yang dimak sud berpendidikan sekurang-kurang 
ya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan 
tau berpengetahuan sederajat adalah 

Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat 
Sckolah Lanjutan Tingkat Pertama dibuktikan 
dengan ijazah (STTB) Sekolah Lanjutan 
Tingkat Pertams yang dicapar mclalui ujian 
egaraepan per sam a.an 

• 

Pasal 2 ayat (I) hurufe 

Pasai 2 avat tl huruf d 

2 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan terlibat secara 
langsung dalum G 30 SKI adalah: 
! Mereka yang merencanakan, turut 

merencanakan atau mengetahui adanya 
perencanaan G 30 SPKI, tetapi tidak 
melaporkan kepada pihak yang berwajib. 

2. Mereka yang dengan kesadaran akan 
tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan 
dalam pelaksanaan G 30 SPKI terscbut 

Sedangkan yang dimaksud terlibat secara 
tidal langsung dalam G 30 S/PKI adalah. 
I Mereka yang menunjukkan sikap, baik 

dalam perbuatan atau ucapan-ucapan yang 
bersifat menyetuju G 30 SPKI 

2. Mereka yang secara sadar menunjukkan 
sikap bail dalam perbuatan atau ucapan 
Yang menentang usaha penumpasan G 30 
SPKI 

• Pasal 2 avat (1 huruf e 
dan huruff 

Yang dimaksud dengan 
lh organmsasst yang 

divatakan terlarang 
perundang-undangan 

Cukup jelas 

organisasi terlarang 
dengan legs-tegya 
dengan peraturan 

Pasal 2 ayat (I huruf g Yang dimak sud berpendidikan sekurang-kurang- 
ya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan 
tau berpengetahuan sederajat adalah 

Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat 
Sckolah Lanjutan Tingkat Pertama dibuktikan 
dengan ijazah (STTB) Sekolah Lanjutan 
Tingkat Pertams yang dicapar mclalui ujian 
egaraepan per sam a.an 



• 

• 

Pasal 2 ayat ( I )  huruf h 
s/d huruf n 

usual 2 vat (2 

Paeal 

Pasal 4 ayat(2) 

Pasal 4 avatt3) 

3 

Yang dimaksud berpengetahuan sederajat 
dengan yang berpendidikan Sekolah Lanjutan 
Tingkat Pertama adalah 

I Bagi legawai negeri Sipil atau Pensiunan 
PNS sekurang-krangnya telah menduduki 
tau pernah menduduki golongan I. 

2. Bagi Anggot TNI dun POLRI sekurang 
urangnya berpanglat Kopral Satu atau 

etngkat dengan 1tu 

• Meihiki iazah atau STT Sekolah 

Dasat Madrasah lbtidaiyah yang dicapai 
melalui jian Negara(jian Persamaan 
ditamhah pengalaman kerja masa 
pengabdian 5 (lima) tahun berturut-turut 

.bag pengurus Lembaga-lembaga 
Kem yarakatan Organisasi Sosial Politik di 
Dess, Perangkat Desa atau karyawan 
lembaga Badan Swasta yang berbadan 
hukur 

Cut, p jela 

• 
G p  pelas 

Yat dmak sud dengan BPD meneliti 
f rutan adala ht mneneht berkas lama ran 
t hiajukan Bakal Calon csuai dengan 

' 
e u a tg  beraku 

l j 

• 

• 

Pasal 2 ayat (I) huruf h 
s/d huruf n 

usual 2 vat (2 

Paeal 

Pasal 4 ayat(2) 

Pasal 4 avatt3) 

3 

Yang dimaksud berpengetahuan sederajat 
dengan yang berpendidikan Sekolah Lanjutan 
Tingkat Pertama adalah 

I Bagi legawai negeri Sipil atau Pensiunan 
PNS sekurang-krangnya telah menduduki 
tau pernah menduduki golongan I. 

2. Bagi Anggot TNI dun POLRI sekurang- 
urangnya berpanglat Kopral Satu atau 

etngkat dengan 1tu 
• Meihiki iazah atau STT Sekolah 

Dasat Madrasah lbtidaiyah yang dicapai 
melalui jian Negara(jian Persamaan 
ditamhah pengalaman kerja masa 
pengabdian 5 (lima) tahun berturut-turut 

.bag pengurus Lembaga-lembaga 
Kem yarakatan Organisasi Sosial Politik di 
Dess, Perangkat Desa atau karyawan 
lembaga Badan Swasta yang berbadan 
hukur 

Cut, p jela 

• 
Gp pelas 

Yat dmak sud dengan BPD meneliti 
f rutan adala ht mneneht berkas lama ran 
t hiajukan Bakal Calon csuai dengan 

' e u atg beraku 

l j 



• 

Pasal 4 ayat (5) 

4 

g dimaksud dengan cara lam adalah 
pabila dipandang perlu dan demi 

ujudnva demokrasi maka pengangkatan 
angkat Desa dapat ditempuh melalui 

pemilihan oleh BPD dengan melibatkan 
Keta Rukun Warga tRw) dan Ketua Rukun 
TetanggatRTdesa yang bersangk utan. 

P nil «an prestasi didasarkan atas 

Pendidikan formal yang didasarkan ijasah, 
atau Surat Tanda Tamat Bclajar (STTB) 
Caton. 

Pendidikan Non Formal yang didasarkan 
pale sertifikat yang diperoleh Calon 

lui kursus-kursus ketrampilan 
engetk, komputer, montir dan 

sebagainya 
3. Kejuuraan yang diperoleh 

lil tik in dengan 

p, tDedikasi 
De ikas adalah pengabdian yang pernah dan 
at dang dilakukan Calon kepadu des 

g bersangkutan melalui lembaga desa dan 
baga-lembaga kemasyarakatan desa 

ng dibentuk atau diakui dan dibina 
cmerutah desa yang kegiatannya 

p kepentingan desa seperti 
D Hansip, RT RW, LKMD, Karang 

Jan lain sebugsin 
Ji yang dinilai adalah pengabdian 

fit knkan calon sebagai pengurus pada 
oboe ersehgt 

dak Tercela 
i s  pm  man stkap tercela dan tidak 
e elun salon adalah menurut hokum atau 

Yang hidup dan berkembang 
hr m rt Apabila 1PD menilai 

Calon yang 
piagam/surat 

at n 

• .. 

ME 
T 

• 

Pasal 4 ayat (5) 

4 

g dimaksud dengan cara lam adalah 
pabila dipandang perlu dan demi 

ujudnva demokrasi maka pengangkatan 
angkat Desa dapat ditempuh melalui 

pemilihan oleh BPD dengan melibatkan 
Keta Rukun Warga tRw) dan Ketua Rukun 
TetanggatRTdesa yang bersangk utan. 

P nil «an prestasi didasarkan atas 
Pendidikan formal yang didasarkan ijasah, 
atau Surat Tanda Tamat Bclajar (STTB) 
Caton. 
Pendidikan Non Formal yang didasarkan 
pale sertifikat yang diperoleh Calon 

lui kursus-kursus ketrampilan 
engetk, komputer, montir dan 

sebagainya 
3. Kejuuraan yang diperoleh 

lil tik in dengan 

p, tDedikasi 
De ikas adalah pengabdian yang pernah dan 
at dang dilakukan Calon kepadu des 

g bersangkutan melalui lembaga desa dan 
baga-lembaga kemasyarakatan desa 

ng dibentuk atau diakui dan dibina 
cmerutah desa yang kegiatannya 

p kepentingan desa seperti 
D Hansip, RT RW, LKMD, Karang 

Jan lain sebugsin 
Ji yang dinilai adalah pengabdian 

fit knkan calon sebagai pengurus pada 
oboe ersehgt 

dak Tercela 
is pm man stkap tercela dan tidak 
e elun salon adalah menurut hokum atau 

Yang hidup dan berkembang 
hr m rt Apabila 1PD menilai 

Calon yang 
piagam/surat 

at n 

• .. 
ME 

T 



Pasal 

Pasal 6 

Pasad 7 huruf a 

Pasal 7 huruf b s/d 

huruf e 

Pasal 8 s'd Pasal IO 

Pasal I I  yat(I) 

Pasal I l  ayat(2) s/d 
ayat (5) 

Pasal 12 

Pasal I3 ayat (I) huruf a 

sd huruf d 

5 

calon yang bersangkutan tercela maka calon 
tersebut tidak dapat diusulkan menjadi 
perangkat desa. 

Cukup Jelas. 

Yang dimaksud dengan dana-dana lainnya 
yang sah adalah dana-dana yang diperoleh 
dari Baka! Calon/Calon dan sumbangan pihak 
yang bersifat tidak mcngikat 

Yang dimaksud dengan administrasi adalah 
pengumuman, undangan, pembuatan surat 
keputusan, pelaporan dan lain sebagaiya 
yang berkaitan dengan proses pencalonan dan 
atau pengangkatan perangkat desa. 

Cukup jclas. 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengun diberi peringutan 
adalah peringatan secara tertulis yang 
dikeluarkan oleh Petinggi sampai 3 (tiga) kali 
dan yang bersangkutan tidak ada usaha untuk 
memperbaiki diri. Untuk masing-masing 
peringatan tersebut diberikan jangka waktu I 
(satu) bulan, guna memberi kesempatan 
kepada perangkat desa dimak sud untuk 
memperbaiki perbuatan atau menyelesaikan 
permasalahan yang dilakukan 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 

Pasal 6 

Pasad 7 huruf a 

Pasal 7 huruf b s/d 
huruf e 

Pasal 8 s'd Pasal IO 

Pasal II yat(I) 

Pasal Il ayat(2) s/d 
ayat (5) 

Pasal 12 

Pasal I3 ayat (I) huruf a 
sd huruf d 

5 

calon yang bersangkutan tercela maka calon 
tersebut tidak dapat diusulkan menjadi 
perangkat desa. 

Cukup Jelas. 

Yang dimaksud dengan dana-dana lainnya 
yang sah adalah dana-dana yang diperoleh 
dari Baka! Calon/Calon dan sumbangan pihak 
yang bersifat tidak mcngikat 

Yang dimaksud dengan administrasi adalah 
pengumuman, undangan, pembuatan surat 
keputusan, pelaporan dan lain sebagaiya 
yang berkaitan dengan proses pencalonan dan 
atau pengangkatan perangkat desa. 

Cukup jclas. 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengun diberi peringutan 
adalah peringatan secara tertulis yang 
dikeluarkan oleh Petinggi sampai 3 (tiga) kali 
dan yang bersangkutan tidak ada usaha untuk 
memperbaiki diri. Untuk masing-masing 
peringatan tersebut diberikan jangka waktu I 
(satu) bulan, guna memberi kesempatan 
kepada perangkat desa dimak sud untuk 
memperbaiki perbuatan atau menyelesaikan 
permasalahan yang dilakukan 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 



I 

Pasal 13 ayat (I) huruf e 

Pase! 13 ayat(l) huruf e 

Pasa! 12 ayat (2) 

Psul I4 s/d Pasal 18 

6 

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan 
yang bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan/atau norma yang hidup dan berkembang 
dalam masyarakat desa antara lain 

Melakukan tindak pidana dan telah 
dijatuhi hukuman berdasarkan putusan 
pengadilan yang merpunyat kel uatan 
hukum tetap 

Mclakukan pclanggaran administrasi brat 
dan ternyata yang bersangkutan tidak 
memperbaiki perilakunya mcskipun telah 
diberikan kesempatan untuk merubahnya 
Melanggar norma kesusilaan, kesopanan 
atau adat istiadat yang nyata-nyata hidup 
dan berkembang dalam kehidupan 
masyarakat. 

Cukup jelas 

Cukup jclas 

Cukup jels 

I 

Pasal 13 ayat (I) huruf e 

Pase! 13 ayat(l) huruf e 

Pasa! 12 ayat (2) 

Psul I4 s/d Pasal 18 

6 

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan 
yang bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan/atau norma yang hidup dan berkembang 
dalam masyarakat desa antara lain 

Melakukan tindak pidana dan telah 
dijatuhi hukuman berdasarkan putusan 
pengadilan yang merpunyat kel uatan 
hukum tetap 
Mclakukan pclanggaran administrasi brat 
dan ternyata yang bersangkutan tidak 
memperbaiki perilakunya mcskipun telah 
diberikan kesempatan untuk merubahnya 
Melanggar norma kesusilaan, kesopanan 
atau adat istiadat yang nyata-nyata hidup 
dan berkembang dalam kehidupan 
masyarakat. 

Cukup jelas 

Cukup jclas 

Cukup jels 




